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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karuniaNya, buku
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. ini telah dapat diselesaikan,
sekaligus sebagai hasil evaluasi dan kelanjutan dari RKAP periode sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan ADHI 2023 ini mengacu pada:

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

» Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan;

« Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana
Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara;

« Surat Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha
Milik Negara;

¢ Peraturan Menteri BUMN No. 21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan
Badan Usaha Milik Negara;

« Surat Menteri BUMN Nomor S-683/MBU/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022, perihal Aspirasi Pemegang
Saham/Pemilik Modal; dan

 Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Buku RKAP ADHI 2023 menjelaskan tentang rencana kinerja 1 (satu) tahun ke depan, termasuk tanpa
terbatas pada pendapatan, laba, strategi dan prospek bisnis ke depan, yang dibuat berdasarkan asumsi dari
perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan politik, baik nasional, regional maupun secara global, peru-
bahan nilai tukar valuta asing, adanya perubahan kompetisi di industri sejenis, perubahan undang-undang
atau peraturan dan prinsip-prinsip akuntansi, perubahan atas kebijakan-kebijakan dan proses bisnis, dan
perubahan asumsi yang digunakan dalam membuat pandangan masa depan (forward looking statements),
serta faktor-faktor eksternal lainnya. Dari asumsi yang dibuat, ADHI telah memproyeksikan target-target
yang akan dicapai, sebagai indikator kinerja, sehingga ADHI memiliki strategi dan arah pengembangan
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Akhirnya, semoga buku RKAP 2023 ini dapat dicapai, sehingga ADHI akan mampu mewujudkan Visi:

“Menjadi Korporasi Inovatif dan Berbudaya Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”.

Jakarta, 12 Mei 2023
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Direksi

vi
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l.  EXECUTIVE SUMMARY

1.1. Pendahuluan

Selalu memberikan hasil engineering terdepan bagi Merah Putih; mulai dari stadion Gelora Bung Karno yang
membanggakan, Monumen Nasional landmark bersejarah bagi rakyat Indonesia, hingga jembatan raksasa
pertama yang dibutuhkan Indonesia di sungai Barito dan sekarang transportasi massal Light Rail Transit
(LRT) beserta kawasan berbasis transportasi terintegrasi. ADHI tidak pernah berhenti membanggakan
negeri ini. Apapun tantangannya, jawaban berupa engineering terbaik selalu dapat dirancang dan diberikan
ADHI demi masa depan negeri ini. Masa depan yang lebih baik itu telah dipikirkan ADHI. The future is being
engineered, already.

Sementara itu, dinamika persaingan bisnis industri konstruksi di Indonesia yang semakin ketat dan global-
oriented, telah mendorong ADHI untuk melakukan transformasi bisnis dalam menghadapi perubahan
lingkungan eksternal dan internal yang terjadi. Tercatat dalam sejarah perkembangannya, ADHI telah
melalui tiga tahapan transformasi bisnis yang menjadi arah pengembangan dan keberlanjutan usaha jangka
panjang dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi saat itu.

1. Transformation 1.0: Reborn and Beyond Construction, tahun 2006

Krisis ekonomi Indonesia yang terjadi tahun 1997 memberikan pelajaran berharga bagi ADHI untuk
memahami tentang pentingnya memiliki sumber pendanaan yang kuat. Serangkaian aksi korporasi
dilakukan ADHI untuk meningkatkan value creation. Proses transformasi diawali dengan redifinisi visi
dan misi pada tahun 2001 dan mendivestasi anak usaha PT ADHIMix yang dianggap chunky supply dan
stuck in the middle, serta mereposisi PT ADHI Trading menjadi internal process procurement dengan
membangun sistem e-procurement yang membantu proses koordinasi dan integrasi ADHI dengan para
pemasok. Setelah dinilai kondisinya mendukung, ADHI memutuskan untuk melakukan go public
dengan harga penawaran saham perdana (/nitial Public Offering) sebesar Rp150. Hanya dibutuhkan
waktu setahun, tepatnya Desember 2005, harga saham ADHI mampu menembus angka Rp1.200,
sehingga banyak pengamat pasar modal yang menyebut saham ADHI sebagai emiten yang layak
disimpan karena pasti menguntungkan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah strategis
berikutnya adalah Transformation 1.0 Reborn and Beyond Construction di tahun 2006 dengan kembali
melakukan redifinisi visi, misi dan values ADHI, sekaligus melakukan perubahan logo perusahaan
dengan konsep modern dan dinamis yang dianggap selaras dengan visi, misi dan values saat itu. Proses
transformasi ADHI juga ditandai dengan aksi korporasi dengan melakukan ekspansi ke bisnis baru EPC
(Engineering, Procurement and Construction) dan bisnis investasi, sehingga ADHI terlahir kembali
sebagai perusahaan yang tidak hanya sekedar perusahaan konstruksi (beyond construction), dan
sekaligus ditetapkan sebagai tagline ADHI.

2. Transformation 2.0: Incorporated, tahun 2011

Posisi ADHI sebagai BUMN Konstruksi terbesar di Indonesia periode 1999-2010 mengalami penurunan
di tahun 2011. Hal ini mendorong ADHI untuk melakukan Transformation 2.0 Incorporated, yang juga
dipicu oleh adanya beberapa masalah hukum yang menimpa ADHI. Selain mendefinisikan ulang visi,
misi dan values, ADHI juga mendivestasikan anak usaha PT ADHICon Persada dan melakukan merger
PT ADHI Persada Realti dan PT ADHI Persada Properti, serta melebarkan bisnisnya dengan membangun
dan mengoperasikan hotel. Pemilihan lokasi hotel merupakan aset kantor ADHI yang berada di lokasi
premium yang lebih bernilai jika dikembangkan sebagai hotel, yaitu di Jakarta, Semarang dan Medan.
Strategi ini dipilih dengan tujuan untuk menghasilkan recurring income sebagai portofolio bisnis baru
untuk menjawab permasalahan bisnis konstruksi yang semakin volatile.
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3. Transformation 3.0: Back to be the best, tahun 2018

Perkembangan industri konstruksi di Indonesia yang berubah cepat, sekali lagi mengharuskan ADHI
melakukan Transformation 3.0 Back to be the best dengan menetapkan properti sebagai engine of
growth ADHI di masa mendatang sebagai peluang bisnis atas penugasan Pemerintah kepada ADHI
untuk membangun LRT Jabodebek. ADHI akan mengembangkan kawasan terpadu (mixed used)
berbasis transportasi massal di sepanjang jalur LRT Jabodebek. ADHI juga lebih agresif melakukan
diversifikasi usaha yang selaras dengan kompetensi inti ADHI, sebagai jawaban antisipasi atas bisnis
konstruksi yang semakin volatile.

Dalam perjalanan proses Transformation 3.0, dunia bisnis dikejutkan dengan adanya pandemi Covid-19 dan
perlemahan ekonomi sebagai akibat yang menyertainya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan proyek-proyek
yang sedang dikerjakan ADHI mengalami kendala dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Selain
itu, terjadi penundaan proyek baru, yang tentunya berdampak negatif bagi kinerja ADHI yang masih domi-
nan mengandalkan kontrak konvensional. Sekali lagi, ADHI harus segera merubah arah pengembangan
bisnisnya.

Sementara itu, Kementerian BUMN merasa perlu untuk melaku-kan re-alignment dengan menetapkan
tema Aspirasi Pemegang Saham 2020-2024 , yaitu “Akselerasi Pemu-lihan Ekonomi Nasional pasca COVID-
19 dan dalam rangka transformasi ekonomi menuju negara maju melalui transformasi model bisnis BUMN
dan konsolidasi serta restrukturisasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial, dengan tetap
menjaga prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang terkendali, menjaga kesinambungan posisi
keuangan BUMN, dan mengelola dan menciptakan sumber daya manusia unggul”.

Guna menunjang proses transformasi BUMN yang diharapkan, Kementerian BUMN juga telah membentuk
PMO (Project Management Office) BUMN, dan menetapkan tujuan sub klaster Infrastruktur:

Menjadi Perusahaan Konstruksi kelas dunia, yang diwujudkan dengan: 1) meningkatkan skala, spesialisasi
dan diversifikasi; 2) membangun kompetensi melalui teknologi dan value chain; 3) memulai berkompetisi
dalam proyek Internasional; dan 4) memiliki keunggulan dalam operasional, keuangan dan risiko.

Sejalan dengan tujuan PMO Transformasi KBUMN, PMO ADHI telah menyusun Master Plan 2020-2024 yang
sekaligus menjadi arah penyusunan RJPP 2022-2026, sesuai yang ditunjukan dalam Lampiran-2. Dalam
melaksanakan transformasinya ADHI melakukan transformasi dengan fokus pada Inovasi Proses dan Model
Bisnis, Inovasi Sistem dan Teknologi, Berbudaya Unggul (People and Competency), Recovery dan Optimali-
sasi aset, serta implementasi 5 (lima) sub stream PMO, yaitu:

* Financial Dashboard; menciptakan dashboard yang menunjukkan kondisi keuangan dan berfungsi
sebagai alert system yang dipakai sebagai alat untuk pengambilan keputusan;

* Financial Risk Policy, perumusan kebijakan penguatan manajemen risiko melalui penetapan threshold,
RACI and Acceptance Metric yang dilakukan untuk memastikan bahwa proyek konstruksi dan investasi
yang disasar (incoming project) layak dan memenuhi persyaratan minimum ADHI;

» Core Competencies, meliputi Project Management, Talent and Knowledge Management, Claim and
Change Management, Procurement and SCM, dan Commercial Management, yang digunakan untuk
mengembangkan process, tools and organization untuk mendukung proses bisnis ADHI serta mening-
katkan kapabilitas dan kinerja perusahaan;

* Specialization, untuk mendorong kapabilitas dalam bidang EPC Railways sebagai komitmen untuk siap
menjadi railways champion dan fokus pada beberapa EPC sektor konstruksi di Indonesia dengan
market share pasar domestik dan akan menuju regional; dan

* Asset Recycling Program, optimalisasi aset berkategori slow moving inventory yang dimiliki ADHI.

Selain itu, dilakukan penataan proses bisnis ADHI melalui tahapan program reviu proses bisnis, sistem yang
meliputi penyesuaian dan update manual/prosedur/WI, penyesuaian kompetensi, dan diikuti dengan
tools/platform pendukung yang semua diintegrasikan untuk mewujudkan sustainable growth dan
percepatan perbaikan kesehatan keuangan bumn.
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Dalam menjalankan program transformasi, ADHI menjalankan program kementerian BUMN melalui tim
percepatan perbaikan kesehatan keuangan BUMN sektor konstruksi dan jalan tol melalui keputusan
menteri BUMN No. SK-300/MBU/12/2019 tanggal 15 Desember 2019 dan program transformasi internal
ADHI yang memiliki rencana dari tahun 2021 hingga 2027, dimana dalam tahun-tahun tersebut terbagi
dalam beberapa agenda, diantaranya:

a. Tahun 2021-2024, dengan program utama untuk pembenahan dan pemantapan internal proses, dibagi
menjadi 3 bagian yaitu: 2021 s.d Q3/2023 fokus pada program digitalisasi korporasi; 2021 s.d Q4/2023
fokus pada penataan manual dan SOP; serta 2022-2024 fokus pada pemantapan implementasi.

b. Tahun 2024-2027, dalam tahap kedua di tahun 2024 hingga tahun 2027, ADHI berfokus pada grup
holding yang kuat untuk unit-unit usahanya.

Kondisi tahun 2020-2021 merupakan kondisi yang penuh tantangan bagi ADHI. Sadar akan kondisi ini,
diperlukan portofolio bisnis baru untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth)
tanpa harus mengandalkan bisnis konstruksi konvensional. Untuk tujuan itu, diperlukan pondasi keuangan
yang kuat untuk mengembangkan bisnis baru, terutama proyek-proyek investasi, baik yang bertujuan untuk
mendapatkan feeding konstruksi, maupun proyek investasi untuk menghasilkan recurring income. Setelah
IPO PT ADCP sebagai salah satu anak perusahaan ADHI di tahun 2021, ADHI juga telah menerima PMN
sebesar 1.9T dan right issue saham publik sebesar 0.68T di akhir tahun 2022. Dengan tambahan ekuitas ini
diharapkan dapat meningkatkan /leverage pendanaan, sehingga ADHI dapat membiayai beberapa bisnis
baru terkait investasi. Selain itu, karena proyek investasi membutuhkan equity yang cukup besar, ADHI juga
telah mulai mendalami peluang bisnis baru untuk mendapatkan other income yang memenuhi kriteria: less
equity and fast turnover, yang tentunya tetap disesuaikan kompetensi ADHI.

1.2. Latar Belakang

Kondisi ekonomi 2022 yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, kembali diguncang oleh
konflik Rusia-Ukraina yang terjadi sejak pertengahan Maret 2022. Akibat dari perang itu, krisis tak hanya
menyasar keuangan melainkan juga menyasar ke pangan dan energi. Presiden Joko Widodo dalam setiap
pidatonya juga mengungkapkan krisis yang dihadapi dunia saat ini begitu berat dan sulit. Kondisi dunia saat
ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ditengah dampak pandemi Covid-19 ke banyak negara termasuk
Indonesia belum usai, tiba-tiba muncul perang Rusia dan Ukraina. Perang kedua negara inilah yang
membuat terjadi berbagai krisis tersebut. "Ada krisis karena pandemi, mau pulih ada perang, kemudian
masuk merembet ke mana-mana. masuk ke krisis pangan, krisis energi, masuk ke krisis keuangan. Kalau kita
semakin tahu semakin ngeri," kata Jokowi dalam Rakernas PDIP bulan Juni 2022.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan krisis akibat perang Rusia dan Ukraina dilakukan
dengan kebijakan yang berbeda, salah satunya dengan penambahan subsidi untuk energi. Tahun ini, Sri
Mulyani bahkan menambah subsidi sebesar Rp275 triliun. Sehingga total subsidi energi tahun ini menjadi
Rp502 triliun. Selain itu, krisis yang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina ini membawa banyak negara
mengalami lonjakan inflasi. Sebab, harga komoditas dunia juga naik. Beberapa negara bahkan mencatatkan
inflasi yang sangat tinggi. Contohnya, Inggris yang inflasinya tembus 9,1 persen di April 2022 dan menjadi
yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Amerika Serikat (AS) inflasinya tembus 8,6 persen di Mei 2022 dan
menjadi yang tertinggi sejak Desember 1981 lalu. Inflasi yang tinggi ini tak sejalan dengan laju pertumbuhan
ekonominya, sehingga kebijakan bank sentral masing-masing jadi lebih ketat. Bahkan kenaikan suku bunga
yang dilakukan di luar kebiasaan. "Jadi memang saat ini dunia tidak sedang baik-baik saja," pungkas Sri
Mulyani.

Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan dampak perang Rusia-Ukraina terhadap perekonomian dunia.
Dampaknya sangat signifikan, karena kedua negara ini adalah produsen dan eksportir utama sejumlah
komoditas. "Rusia dan Ukraina punya peran strategis di perdagangan global. Tentu perang ini
mempengaruhi supply chain yang dimiliki Rusia dan Ukraina" kata Margo Yuwono, Kepala BPS. Rusia, lanjut
Margo, adalah negara eksportir kedua terbesar untuk minyak mentah. Kemudian nomor tiga untuk ekpsor
batu bara, nomor satu di gandum, dan nomor tujuh dalam hal gas alam cair (LNG). Sementara Ukraina
adalah eksportir seed oil terbesar dunia. Lalu jagung nomor empat dan gandum nomor lima.
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Oleh karena itu, efek perang Rusia versus Ukraina akan terasa di secara global. Efek yang paling terlihat
adalah tekanan inflasi. Bagi Indonesia, dampak yang terpantau adalah kenaikan harga komoditas non-migas
terutama batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Kenaikan harga kedua komoditas ini akan berdampak
positif kepada ekspor Indonesia. "Dampak perang Rusia-Ukraina di negara-negara belahan Barat akan
berpengaruh ke inflasi. Kemudian di Timur Tengah dan Afrika Utara, di samping kenaikan harga komoditas
juga terpengaruh karena kawasan tersebut adalah tujuan wisata turis Rusia dan Ukraina. Sementara di
Eropa, pasokan gas alam menjadi tantangan besar di sana," terang Margo. Bank Dunia bahkan mempro-
yeksikan negara-negara, baik maju dan berkembang tidak bisa menghindari keterpurukan ekonomi akibat
krisis pangan, energi dan keuangan ini. Setidaknya dari rilis terakhir, diperkirakan ada 60 negara yang
ekonominya diramal ambruk. Kondisi ini membuat banyak negara ketar-ketir, dengan mempertimbangkan
faktor-faktor eksternal dan internal, untuk kemudian merumuskan rencana strategis 1 (satu) tahun ke
depan yang dituangkan dalam RKAP 2023.

1.3. Landasan Hukum RKAP ADHI

RKAP ADHI 2023 disusun mengacu peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 63 Ayat (1): Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Pasal 64 Ayat (1): Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris
atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 64 Ayat (2): Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN):

Pasal 21 Ayat (1): Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana stra-
tegis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun.

Pasal 21 Ayat (2): Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris
disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22 Ayat (1): Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan
penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.

Pasal 22 Ayat (2): Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS
untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 24 : Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran
perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur dengan Keputusan
Menteri.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan:

Pasal 11 Ayat (3): Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangai bersama dengan Komisaris,
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan.

Pasal 12 Ayat (1): Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan
penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 12 Ayat (2): Rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:

1. Rencana kerja yang dirinci atas misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan
perusahaan dan program kerja/kegiatan;

2. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;

3. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;

4. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 13 Ayat (1): Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun
anggaran perusahaan.

Pasal 13 Ayat (2): Rapat umum pemegang saham mengesahkan rancangan rencana kerja dan anggaran
perusahaan sebagaimana dimaksud daalam ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tahun anggaran berjalan.

Pasal 13 Ayat (3): Dalam hal rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan tidak disahkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka rencana kerja dan
anggaran perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi
ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran
perusahaan.

Pasal 14 : Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/P0OJK.04/2014:

Pasal 12 ayat 1 : Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau
Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud
dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.”

. Surat Keputusan Menteri BUMN KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang

Badan Usaha Milik Negara:

Pasal 1 Ayat (3) : Rencana jangka panjang adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai oleh BUMN dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2 : Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN, Direksi BUMN wajib menyusun
rencana jangka panjang.
Pasal 3 : Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat:

1. Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang yang baru lalu;

Posisi perusahaan saat ini;

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana jangka panjang; dan
Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya.

. Surat Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan
Usaha Milik Negara.

Pasal 3 Ayat (2) : Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk
tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian: 1) Aspek Keuangan; 2) Aspek
Operasional; 3) Aspek Administrasi.

Pasal 3 Ayat (3) : Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila
hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang ber-
sangkutan dinyatakan dengan kualifikasi “Wajar Tanpa Pengecualian” atau kualifikasi “Wajar
Dengan Pengecualian” dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pem-
bangunan.

Pasal 4 Ayat (4) : Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan
tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum
(PERUM).

. Surat Menteri BUMN Nomor S-683/MBU/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022, perihal Aspirasi Peme-
gang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.

. Surat Menteri BUMN No. S-413/MBU/06/2022, tanggal 27 Juni 2022, perihal Permintaan Analisis

Stress Test dan Analisis Risiko sebagai Early Warning System Kinerja BUMN.

Poin 1.d: Dalam rangka melakukan pemutakhiran target kinerja BUMN dalam Rencana Strategis
Kementerian BUMN sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-8/MBU/08/2020, tentang
Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024, BUMN diminta melakukan simulasi
proyeksi kinerja tahun 2023 dan 2024 dengan menggunakan asumsi input Base Scenario.

uhwn

. Anggaran Dasar PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Pasal 17 Ayat (3): Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang telah ditanda-tangani oleh
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komsiaris, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
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1.4. Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal

Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal (APS) adalah pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2023. Berdasarkan amanat Pasal 22 Undang-
Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 63 Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas serta memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. 21/MBU/2012, RKAP
Tahun 2023 BUMN berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2020-2024, Roadmap BUMN tahun 2020-2024, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) masing-masing
BUMN tahun 2020-2024 dan kebijakan taktis lintas klaster.

APS merupakan langkah pertama proses perencanaan tahunan dalam rangka penyusunan RKAP tahunan.
APS disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.

a. Roadmap BUMN beserta formulasi 5 (lima) prioritas BUMN 2020-2024 dan 88 Program Strategis
BUMN yang dicanangkan oleh Menteri BUMN;

b. Prognosa realisasi kinerja tahun 2022;
Proyeksi faktor-faktor ekonomi makro baik lokal maupun global yang akan berpengaruh pada kinerja
2023 dan arahan-arahan taktis untuk ekspektasi perkembangan tahun 2023;

d. Kebijakan selera risiko (risk appetite) Kementerian BUMN;

e. Faktor-faktor Environmental, Social and Governance; dan

f. Kebijakan Penggunaan Produk dalam Negeri.

1.4.1. Roadmap BUMN 2020-2024 dan 88 Program Strategis BUMN

Roadmap BUMN 2020-2024 disusun untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terkait sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 Indonesia,
yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing. Hal itu tergambarkan melalui 7 (tujuh) agenda utama RPJMN Tahun 2020-
2024 sebagai berikut.

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan;
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar;
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polkumhankam) serta Trans-
formasi Pelayanan Publik.

@m0 oo o

Dalam Roadmap BUMN 2020-2024, tertuang 5 (lima) formulasi prioritas Kementerian BUMN, sesuai yang
ditunjukkan Gambar 1.1, yang menjadi landasan arah kebijakan selanjutnya sebagai berikut.

A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia;
Inovasi Model Bisnis;

Kepemimpinan Teknologi;

Peningkatan Investasi; dan
Pengembangan Talent.
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Kepemimpinan
Teknologi

don fokus pada
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Gambar 1.1: Formulasi Prioritas Kementerian BUMN 2020-2024

Implementasi Roadmap BUMN 2020-2024 kemudian dijabarkan dalam tiga tahapan utama sebagai berikut.

a. Tahap I; Survival/Mempertahankan Kelangsungan Hidup.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan pada kinerja BUMN di tahun 2020 dan diperkirakan

hal ini akan berlangsung sampai dengan kuartal 2 tahun 2022. Sektor-sektor transportasi, minyak dan

gas, dan pariwisata merupakan tiga sektor yang paling terdampak Covid-19. Dalam kondisi makro
demikian, tiga inisiatif utama pada tahapan ini adalah:

* Inisiatif Al: Melindungi BUMN strategis dan BUMN vyang terdampak Covid-19 dari dampak
pelemahan arus kas akibat penurunan penjualan. Dalam kaitan ini, program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) dirancang untuk memperkuat struktur permodalan BUMN dan/atau memberikan
bantuan pinjaman untuk mengatasi masa pemulihan Covid-19.

Inisiatif A2: Pembentukan klasterisasi berdasarkan keterkaitan supply-chain dan kesamaan industri
untuk meningkatkan sinergi. Berdasarkan keterkaitan operasi, Klaster BUMN sesuai Instruksi Menteri
BUMN Nomor INS-1/MBU/08/2022, Surat Kuasa Khusus nomor SKK-32/MBU/09/2020 s.d. SKK-
54/MBU/09/2020 dengan rincian klaster; a. Klaster Jasa Keuangan; b. Klaster Industri Energi, Minyak
dan Gas; c. Klaster Jasa Infrastruktur; d. Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun; e. Klaster Jasa Pariwi-
sata dan Pendukung; f. Klaster Jasa Telekomunikasi dan Media; g. Klaster Jasa Logistik; h. Klaster
Industri Mineral dan Batubara; i. Klaster Industri Pangan dan Pupuk; dan j. Klaster Industri Perke-
bunan dan Kehutanan. Selain itu terdapat BUMN non klaster yang dikelola oleh PT Danareksa
(Persero).

Inisiatif A3: Memperbaiki landasan tata kelola BUMN dengan melakukan diagnosis gap analysis dan
menerbitkan rangkaian Peraturan Menteri untuk memperbaiki tata kelola untuk mendukung lima
pilar tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan
keadilan.

b. Tahap lI; Restrukturisasi dan Penyelarasan (Realignment): yang terdiri dari dua inisiatif utama sebagai

berikut.

* Inisiatif B1: Memperbaiki portofolio dengan restrukturisasi korporasi yang bertujuan untuk
melakukan konsolidasi dan simplifikasi. Inisiatif ini merupakan kelanjutan daripada inisiatif
klasterisasi pada tahap I Inisiatif A2, dimana langkah klasterisasi ditindaklanjuti dengan simplifikasi
struktur korporasi pada masing-masing BUMN yang bertujuan untuk re-fokus pada bisnis utama dan
penyederhanaan struktur korporasi.

* Inisiatif B2: Mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru, dalam hal ini termasuk
beberapa inisiatif yang diformulasikan oleh masingmasing klaster (contoh model bisnis Electric
Vehicle Battery di klaster Energi, pengembangan teknologi blockchain di klaster Keuangan dan
Perbankan).

c. Tahap lll; Inovasi dan Transformasi: adalah tahap ekspansi dimana BUMN diharapkan dapat men-
ciptakan kesempatan partisipasi sektor swasta dan melakukan spesialisasi keahlian pada masing-
masing BUMN, baik BUMN dengan tujuan sosial maupun komersial.
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1.4.2. RJPP ADHI dan Roadmap BUMN 2020-2024

ADHI telah menyusun RJPP 2022-2026 yang telah diselaraskan dengan Roadmap BUMN 2020-2024, dan
telah disetujui berdasarkan Surat Nomor 008/DK-AK/2022 tanggal 14 Februari 2022. Sementara itu, sesuai
Surat Menteri BUMN Nomor $-413/MBU/06/2022, tanggal 27 Juni 2022, perihal Permintaan Analisis Stress
Test dan Analisis Risiko sebagai Early Warning System Kinerja BUMN, poin 1.d: “Dalam rangka melakukan
pemutakhiran target kinerja BUMN dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN sesuai Peraturan Menteri
BUMN No. PER-8/MBU/08/2020, tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024, BUMN
diminta melakukan simulasi proyeksi kinerja tahun 2023 dan 2024 dengan menggunakan asumsi input Base
Scenario”, akan ditindaklanjuti dengan review RIJPP 2022-2026 menjadi RJPP 2023-2027, dengan RKAP 2023
sebagai baseline.

1.4.3. Visi dan Misi Klaster Masterplan 2020-2024 dan Arahan Taktis RKAP 2023

Roadmap BUMN 2020-2024 menjadi landasan untuk pembentukan klaster/sub-klaster. Dari masing-masing
klaster dan sub-klaster disusun masterplan yang berisi visi-misi dan inisiatif strategis yang akan dilakukan
dalam lingkup masing-masing klaster/sub-klaster. Visi dalam roadmap sub-klaster Jasa Infrastruktur dan
arahan taktis RKAP 2023 adalah sebagai berikut.

Visi: Menjadi Perusahaan konstruksi kelas dunia, diwujudkan dengan: 1) Meningkatkan skala, spesialisasi
dan diversifikasi; 2) Membangun kompetensi melalui teknologi dan value chain; 3) Memulai berkompetisi
dalam proyek internasional; dan 4) Memiliki keunggulan dalam operasional, keuangan dan risiko.

Arahan Taktis RKAP 2023:

Menciptakan pertumbuhan perusahaan yang pruden di sektor konstruksi, dengan tetap memperhatikan
potensi dampak perpanjangan Covid-19 terhadap pelaksanaan produksi di lapangan. Pendalaman
implementasi dari hasil kajian PMO Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN Sektor Konstruksi
dan Jalan Tol antara lain:

1. Diversifikasi dan Spesialisasi masing-masing BUMN Karya.

2. Menerapkan Building Information Modeling (BIM) untuk proses design dan pelaksanaan konstruksi.

3. Bekerja sama dengan mitra dan partner potensial yang memiliki sumber daya baik itu Teknologi
Provider, SDM atau Financial dalam mengerjakan proyek-proyek baik di dalam maupun di luar negeri
dengan tetap memperhatikan risiko-risiko yang ada.

4. Melanjutkan penerapan Teknologi Informasi terintegrasi dan monitoring (ERP) untuk proses evaluasi
dan monitoring dengan menerapkan Dashboard Business Intelligent untuk proses produksi, penga-
daan, keuangan.

5. Peningkatan penerapan manajemen risiko khususnya dalam perolehan proyek-proyek Investasi,
proyek strategis atau proyek skema Contractor Pre-Finance (CPF) di lingkungan Group BUMN Karya
dan Entitas Anak BUMN Karya.

6. Peningkatan core competence SDM melalui pelatihan bersertifikasi baik berstandar nasional maupun
internasional meliputi project management, talent and knowledge management, claim and change,
procurement and supply chain management (SCM), serta commercial management.

1.5. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka
menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintah, Presiden Rl menginstruksikan pejabat negara untuk mempercepat peningkatan penggunaan
produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Instruksi Presiden tersebut,
diarahkan untuk: merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran
belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi
dalam negeri; menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk
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usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju
1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik; menyampaikan program pengurangan impor
paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor; menggunakan produk dalam negeri yang
memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam
negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40%; mengumumbkan
seluruh belanja pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SiRUP) lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan mengisi e-kontrak pada Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan
produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi/industri kecil dan menengah/artisan pada
semua kontrak kerja sama.

Selain itu, Pemerintah juga akan menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam
negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun
2023. Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dengan mengupayakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi
menjadi bagian dari rantai pasok industri global. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan
barang/jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan integrasi data dan informasi
mengenai produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui penerapan Satu
Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan barang/jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Presiden juga mewajibkan BUMN untuk mengalokasikan dana
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk peningkatan
kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. BUMN disiapkan sebagai produsen barang/jasa substitusi
impor dan membantu pengembangan aplikasi dan infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
dan sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola
perusahaan yang baik, serta mempercepat pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (Tim P3DN) dan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung kesiapan
pembiayaan bagi para pelaku usaha sebagai modal usaha dalam memproduksi permintaan produk dalam
negeri belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

1.6. Indonesia Industri 4.0 Readiness Index

INDI 4.0 adalah indeks acuan bagi industri dan peme-
rintah dalam mengukur tingkat kesiapan industri untuk
bertransformasi menuju Industri 4.0 di Indonesia. Indeks
ini telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian
dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri
Dalam Bertransformasi Menuju Industri 4.0, dengan
Produkdan komposisi 5 (lima) pilar yang diukur, yaitu manajemen
dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan,
teknologi, dan operasi dan 17 Bidang seperti pada gambar
berikut. Sosialiasi mengenai indikator penilaian penerap-
an teknologi industri 4.0 atau Indonesia Industry 4.0
Readiness Index (INDI 4.0) terus digencarkan sebagai
bagian dari tahap implementasi making Indonesia 4.0.

Orang dan
budgaya

Gambar 1.1: Indikator penilaian INDI 4.0
Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022
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Kementerian Perindustrian secara konsisten melakukan asesmen INDI 4.0, yang mengacu pada Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengukuran Tingkat Kesiapan Industri dalam
Bertransformasi Menuju Industri 4.0. "Pelaksanaan acara INDI 4.0 tahun 2021 ini telah memasuki tahun
ketiga. Melalui acara penganugerahan INDI 4.0 Award, pemerintah memberikan apresiasi dan menunjuk-
kan kepada masyarakat dan dunia atas perkembangan implementasi industri 4.0 di Indonesia yang pesat,"
kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kementerian BUMN meluncurkan program
making BUMN 4.0. Menargetkan seluruh BUMN berada pada level “sudah menerapkan” dengan nilai INDI
4.0 minimal 3.51 pada tahun 2024 (sesuai Aspirasi Pemegang Saham). Program ini dimulai dengan
ditargetkannya seluruh BUMN untuk dapat assessment INDI 4.0 pada tahun 2021 dan dijadikannya
assessment INDI 4.0 sebagai KPI pada seluruh BUMN.

1.7. Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem perangkat lunak yg bersifat modular yang dirancang
untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang
terpadu. ERP menjadi core application yang harus diimplementasikan oleh sebuah perusahaan untuk
menciptakan efisiensi proses bisnis, transparansi dan peningkatan produktivitas.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). sebagai salah satu perusahaan konstruksi ternama di Indonesia yang
bergerak di bidang konstruksi, energi, properti dan investasi saat ini telah memiliki suatu sistem ERP
eksisting yakni “Dhiera” yang dikembangkan secara tailor made. Dhiera ini terdiri dari tujuh modul, yaitu:
Modul Finance, Production, Procurement, Human Capital Management (HCM), Planning, Pemasaran, dan
QHSE. Namun seiring perkembangan jaman dan dinamika dalam proses bisnis, Dhiera belum mampu
mengakomodir setiap perkembangan proses bisnis yang berjalan saat ini. Dari sisi teknologi yang dipakai
Dhiera juga sudah obsolete. Secara fungsional ADHI juga memerlukan ERP yang capable sebagai core data
dalam menunjang kebutuhan dashboard dan dapat terintegrasi dengan aplikasi silo yang ada. Solusi atas
permasalahan ini adalah melakukan transformasi ERP dengan implementasi SAP sebagai NEW ERP ADHI 2.0
yang didasarkan pada kebutuhan proses bisnis saat ini yang telah dituangkan ke dalam Blueprint Internal
Process Business ADHI. Modul utama SAP yang akan diimplementasi meliputi FICO (Finance & Controlling),
MM (Material Management), PS (Project System), SD (Sales & Distribution) dan Group Reporting/Consoli-
dation. Diharapkan New ERP ADHI 2.0 ini bisa menjadi ERP yang capable & reliable untuk meningkatkan
efisiensi dan produktivitas seluruh insan ADHI.

SCHEDULE PLANNING MATRICS oF AnHi TECHNGLOGY IMPROVEMENT

| DiGITALINTEGRATION > SMART DIGITAL >
ERP - ERP20Development - ERP20Implementation - ERP 2.0 Enhancement
- SCM Dightal - SCM Digital impl.

e o) - Client Assessment CRIM -  CRM All Function

BIM - 4D Mature - 5D&BIMLV.3 - Project
(Implementasi 8D dan maturity level - 5D Pilot Project Mature Management
assessment untuk tiap leveinya) 8D Risel - 8D Pilot Project berbasis BIM
EAIl - Integrated SCM Digital = imentled EREi2.0 ual - BIM&ERP - Advanced BIM &
ith i SCM Digtal & CRM
(egrated wh al existing with pengadaan. com : |nteumlgdaERP 208&8BI Integration ERFP Integration
application ADHI) Dashboard
Big Data & Intelligent - Risel Big Dala - Big Data Prototype - BigData - A Big Data - Advanced Big Data
D 9 Fhoard g0 - Power Bl Dashboard - Riset Bl Dashboard - Pilot Project BI Implementation Implementation
e Dashboard - Go Live Bl Dasboard
ae - 3 - Al Safety - Pilot Project Al - Go Live Al Readymix - Piiot Project Al for - Go Live Project Al for
Artificial Intelllgent A Readymix - Riset Al for corporate corporate value corporate value
value
i ” a - RnD Advanced loT - RnD Advanced loT
- Pilot Project loT RnD Advanced loT
loT - RisetioT e (Continued) (Continued)

(Internet of Things , can provide All
Device for the future technology)

- IS0 27001
Technology . Cabit2019 Level - INDI 4.0 Level 35

Information Policy - Assessment INDI 4.0

Gambar 1.2: Schedule Planning ERP ADHI
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1.8. Tujuan ADHI 2023

Tujuan ADHI 2023 sesuai RIPP 2022-2026 telah diselaraskan dengan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik
Modal, dengan pentahapan sebagai berikut.

P

VALUES

Q 20252027 -Growth

o
mk/ 2024 Growth

2023 - Moderate
Q Siagnani/ s

2022 - Defensive
Gambar 1.3: Tujuan Jangka Panjang ADHI 2022-2027

Tahun 2022: Defensive; Restructuring Mode, Internal Consolidation, Back to Profitability

Diperkirakan, masa recovery Covid-19 akan terjadi secara bertahap sampai dengan tahun 2023, dan kondisi
normal akan terjadi di akhir tahun 2024. Namun, sejalan dengan upaya Pemerintah yang terus mendorong
program vaksinasi secara masif, ekonomi Indonesia diharapkan akan mulai membaik. Pemerintah juga terus
meningkatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di segala bidang.

Berbekal Order Book akhir 2021 yang diproyeksikan sebesar Rp17,25T, tentunya ADHI masih mampu
bertahan di masa recovery Covid-19. Tentunya, strategi cost leadership dengan upaya-upaya menekan
Harga Pokok Penjualan (HPP) dan biaya operasi menjadi wajib untuk dilakukan, meskipun ADHI tidak
mengambil langkah pengurangan pegawai supaya tidak membebani Pemerintah di saat sulit seperti ini.
Selain itu, di tahun 2022 ADHI fokus memperkuat struktur pondasi keuangan, dengan yang melakukan right
issue yang berasal dari PMN Rp1.9T dan right issue saham publik sebesar Rp0.9T, IPO PT ADCP, serta
program asset recycling properti secara bertahap 2022-2024. Diharapkan dengan perbaikan modal
tersebut, ADHI dapat meningkatkan leverage pendanaan dari lembaga keuangan, sehingga dapat
membiayai beberapa bisnis baru terkait proyek investasi, baik proyek investasi yang bertujuan untuk
mendapatkan feeding konstruksi maupun proyek investasi untuk recurring income, yang sekaligus akan
memperkecil risiko ketergantungan dari proyek konvensional. Dengan demikian, tujuan ADHI 2022 adalah
pertumbuhan profit menuju kondisi normal (rebound) sebelum adanya pandemi Covid-19.

Tahun 2023: Moderate; Stagnant/Insignificant Growth, Maintain Profitability

Persaingan bisnis global yang makin ketat menimbulkan efek konvergen terhadap industri bisnis, sehingga
batas-batas tradisional antar industri bisnis menjadi kabur. Kemajuan teknologi informasi makin mem-
percepat proses tersebut, dan sekaligus telah mendorong terjadinya tata ekonomi berbasis informasi.
Perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang besar dan menjadi pemimpin pasar di industrinya, tidak
bisa lagi mengikuti prinsip-prinsip tradisional yang menyatakan perusahaan harus fokus dengan hanya
mengandalkan satu keunggulan kompetitif.

Empat lini bisnis yang dimiliki ADHI diharapkan akan mendapatkan pendapatan usaha yang kuat dan ber-
kesinambungan di masa depan, dengan menghadirkan beberapa proyek yang berpotensi menghasilkan
recurring income untuk ADHI di masa depan, dengan tetap mempertimbangkan core business dan core
competency ADHI. Selain itu, ADHI juga tetap mempertahankan pengembangkan kawasan properti pen-
dukung di sekitar Stasiun LRT Jabodebek dan Stasiun KRL, yang diharapkan akan memberikan penghasilan
yang berkesinambungan bagi ADHI di masa depan.
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Tahun 2024 - 2027: Growth; Expansion Mode, Increase Profitability

Pergeseran orientasi bisnis, dari sales-oriented menjadi value-oriented, menjadikan ADHI harus semakin
mengedepankan kepuasan pelanggan. Dengan berorientasi terhadap nilai, ADHI diproyeksikan akan me-
ningkatkan kualitas produk dan jasa guna menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan demikian,
tujuan ADHI 2024-2027 adalah memiliki profit seperti kondisi normal sebelum adanya pandemi Covid-19,
serta tumbuh secara berkelanjutan.

Meskipun kondisi makro ekonomi global 2023 yang masih belum stabil dampak dari perang Ukraina-Rusia,
ADHI akan tetap berusaha mempertahankan tujuan ADHI 5 (lima) tahun ke depan sesuai RJPP 2022-2026
yang telah diselaraskan dengan Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal, dengan tahap Moderate tahun
2023. Sementara itu, periode tahun 2024-2027 diperkirakan akan mencapai tahapan Growth (Expansion
Mode, Increase Profitability).

1.9. Strategi ADHI

Berdasarkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, ADHI merumuskan strategi yang harus dilakukan
untuk dapat mencapai tujuan 1 (satu) tahun ke depan (2023), yang akan bertumpu pada beberapa strategi
yang menjadi sasaran utama dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sekaligus merupakan key success factors
bagi perkembangan ADHI ke depannya. Tentunya strategi yang ditetapkan telah diselaraskan dengan
Aspirasi Pemegang Saham (APS), dan Visi-Misi ADHI.

1. Marketing Focus

Dengan tetap mengedepankan inovasi bisnis yang dikembangkan ADHI, fokus pemasaran akan tetap sejalan
dengan inovasi dan perencanaan yang dilakukan oleh tiap lini bisnis.

1. Fokus pasar dalam negeri
ADHI sebagai salah satu pemain besar industri konstruksi di Indonesia, ADHI terus berupaya untuk
tetap fokus mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar di dalam negeri. Dalam rentang 2023-
2027, ADHI berencana untuk terus menguatkan posisi perusahaan di dalam negeri dengan bertumpu
pada proyek-proyek Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Proyek BUMN serta Proyek Swasta.
Khusus infrastruktur railway, karena keterbatasan pangsa pasar di dalam negeri, ADHI juga mulai
melakukan ekspansi ke pasar regional dengan tetap mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin
terjadi secara terukur.

2. Investasi sektor infrastruktur jalan tol
Sektor investasi infrastruktur terutama jalan tol diperkirakan masih tumbuh dan menjadi potensi
besar untuk digarap. Hal ini penting untuk diartikan sebagai peluang besar bagi ADHI selaku pelaku
perusahaan infrastruktur besar di Indonesia.

3. Pengolahan sampah dan limbah sebagai pasar baru
Laju produksi limbah dipengaruhi oleh pembangunan sosial ekonomi, tingkat industrialisasi, dan
iklim. Secara umum, semakin besar kemakmuran ekonomi dan semakin tingginya persentase
penduduk perkotaan, semakin besar jumlah sampah yang dihasilkan. Limbah berpotensi merusak
lingkungan melalui pencemaran terhadap tanah, air, dan udara. Indonesia dengan jumlah penduduk
terbesar keempat di dunia saat ini menghadapi masalah serius dalam penanganan limbah padat
terutama yang dihasilkan oleh rumah tangga. Hal ini menjadi masalah besar bagi kota-kota besar
yang padat penduduknya. Sejalan dengan konsistensi Pemerintah dalam pengelolaan limbah terlihat
dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020-2024 salah satunya adalah dengan
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah guna meningkatkan kapasitas jumlah limbah medis yang
terolah hingga mencapai 26.880 ton/tahun (RPJMN 2020-2024). Pengelolaan limbah berkelanjutan
adalah pendekatan stratejik yang mencakup semua sumber dan aspek pengelolaan limbah mulai dari
produksi, segregasi dan transfer ke pengolahan, pemulihan dan pembuangan dalam suatu sistem
yang terpadu. Pengelolaan limbah padat perkotaan dan limbah yang baik dan terjangkau adalah
salah satu tantangan utama abad 21 dan semakin kompleks seiring meningkatnya kuantitas limbah
padat.

12




RKAP 2023

Bisnis air minum sebagai recurring income

Rencana Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum di beberapa daerah di Indonesia, akan
mendorong pertumbuhan distribusi air minum, untuk meningkatkan akses air minum layak pada
tahun 2024 menjadi 100%. Salah satu peluang realisasi terbesar terdapat pada Kerjasama
Pemerintah dengan Swasta (KPS) dan peluang Business to Business (B2B) untuk melakukan
pengerjaan konstruksi dan pengolahan air. Adhi Karya harus mampu menangkap peluang untuk
mengembangkan bisnis air bersih/minum sebagai recurring income seperti anak usaha yang telah
beroperasi saat ini yaitu PT Dumai Tirta Persada.

Memaksimalkan keunggulan dari TOD

Meningkatnya perputaran ekonomi di kota-kota besar di Indonesia kian menumbuhkan pergerakan
ekonomi kota-kota sekitarnya. Hal ini menyebabkan kebutuhan bagi infrastruktur daerah semakin
meningkat untuk menunjang perkembangan kawasan dan kebutuhan hunian dengan fasilitas
komersial penunjang. Kebutuhan inilah yang akan menjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh ADHI.
Peragaman lini bisnis ADHI akan menyasar sektor properti yang masih berkaitan erat dengan sektor
infrastruktur. Meski sektor properti sempat mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19,
namun diperkirakan pasca 2023 sektor ini akan kembali menggeliat, dengan beberapa tambahan
ekspektasi konsumen terkait perubahan pola new normal. Hal ini menjadi peluang bagi properti ADHI
untuk menciptakan diferensiasi sekaligus positioning baru properti ADHI dibandingkan kompetitor.
Selain itu, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa industri properti sedang menurun, namun
masih berpotensi tumbuh kembali seiring dengan program IKN. Strategi ADHI dalam mengahadapi
kondisi ini adalah fokus pada penyelesaian kawasan existing untuk dapat mengurangi persedian
properti yang siap huni.

2. Operating Excellence and Human Capital

Persaingan bisnis ke depan mengharuskan ADHI menekankan perubahan pola pikir dalam bekerja dari sales
oriented yang bertumpu pada pendapatan/sales menjadi value oriented yang bertumpu pada kepuasan
konsumen, sehingga diperlukan jaminan kualitas yang hanya akan dihasilkan jika didukung oleh kapabilitas
dan kapasitas sumber daya manusia/Insan ADHI. Sejalan dengan pengembangan bisnis yang dijalankan,
ADHI juga terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan terhadap publik yang bertumpu pada kepuasan
konsumen. Peningkatan kualitas tersebut harus dibarengi dengan pengembangan SDM ADHI.

1.

Perubahan pola bisnis sales oriented menjadi value oriented

Value oriented adalah orientasi bisnis yang mengedepankan kepuasan dan kepercayaan konsumen
kepada ADHI karena merasa mendapatkan nilai tambah dari proyek yang dikerjakan. Pola pikir
sebelumnya, yaitu sales oriented yang berorientasi pada pendapatan perusahaan dinilai perlu untuk
dirubah seiring dengan dinamika pasar dan peta persaingan yang menuntut nilai tambah atas produk
yang dihasilkan. Tidak cukup hanya dengan peningkatan pendapatan usaha, ADHI merasa perlu
untuk mengembangkan potensi pasarnya, dengan value oriented sebagai pola bisnis baru.
Engineering and Industry sebagai DNA ADHI masa depan

Program Pemerintah yang fokus pada sektor energi baru dan energi terbarukan akan mengakselerasi
pertumbuhan pangsa pasar sektor energi. Peluang ini sangat terbuka bagi ADHI yang telah memiliki
Departemen Energy & Industrial, yang diperkirakan ke depannya akan menjadi engine of growth
ADHI dan akan menggantikan dominasi lini bisnis konstruksi yang di industrinya akan semakin jenuh
dan volatile. ADHI akan lebih agresif menyasar proyek-proyek EPC (Engineering, Procurement, and
Construction) berbasis energi baru atau energi terbarukan. Sadar akan risiko yang relatif besar di
segmen ini, maka ADHI harus melakukan sharing risiko dengan pola kerjasama/partnership dengan
perusahaan asing yang telah memiliki kapabilitas di industri ini, sekaligus sebagai sarana transfer of
knowledge.
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3. Supply chain management strategy and improvement

Kegiatan manajemen rantai suplai memiliki dampak yang signifikan pada profitabilitas perusahaan

yang diperoleh dari efisiensi proses pengadaan barang dan jasa. Strategi operasi rantai suplai ber-

kaitan dengan penyusunan kebijakan dan rencana yang luas untuk menggunakan sumber daya suatu

perusahaan dan harus terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Untuk meningkatkan daya

saing perusahaan dan memberikan nilai tambah (value added) kepada pelanggan, serta untuk

meningkatkan competitive advantage dari pengelolaan manajemen rantai suplai, diperlukan strategi

yang tepat dalam pengelolaan rantai suplai dan perbaikan yang berkelanjutan.

* Memperoleh strategic partner yang qualified
Dalam pemilihan Strategic Partner dengan kualifikasi yang terbaik merupakan salah satu strategi
manajemen rantai suplai untuk memperoleh barang atau jasa dengan memberikan value added
yang tinggi kepada pelanggan. Diperlukan perbaikan Vendor Management System ADHI yang bisa
menangkap kebutuhan akan rekanan yang qualified dengan mengkatagorikan rekanan dan me-
lakukan clustering dari sisi kesehatan keuangan, kemampuan suplai, Quality Safety Management
System serta performance dari rekanan.
* Procurement & SCM Process Improvement

Seiring dengan target yang telah ditetapkan dalam Project Management Office baik internal ADHI
atau KBUMN, ADHI secara terus menerus melakukan peningkatkan proses Procurement dan
Supply Chain Management ke arah yang lebih agile, innovative, efektif, efisien dan transparan,
sehingga pengelolaan rantai suplai diharapkan dapat mereduksi atau mengurangi HPP dan
meningkatkan laba perusahaan.

Guna mendukung pencapaian target operating excellence, ADHI telah mengembangkan sistem kerja
berbasis ISO, yang akan selalu direviu dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan bisnis. Sistem ISO yang
digunakan ADHI ditunjukkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Sertifikasi/Sistem Yang Digunakan ADHI

Sertifikasi/ISO Tanggal Uraian/Penjelasan Lembaga

1SO 9001 : 2015 27 Juli 2024 Sistem Manajemen Mutu United Registrar of Systems
(IS0 9001:2015) (URS)

1SO 45001:2018 27 Juli 2024 Sistem Manajemen Keselematan dan United Registrar of Systems
Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018) (URS)

1SO 14001:2015 27 Juli 2024 Sistem Manajemen Lingkungan United Registrar of Systems
(ISO 14001:2015) (URS)

Sertifikat SMK3 Kementrian 17 Okt 2023 Pencapaian 89.15% untuk kategori tingkat Menteri Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan RI lanjutan (166 kriteria) Republik Indonesia

SNI1SO 37001:2016 01-Sep-23 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sucofindo International
(SNI'ISO 37001:2016) Certification Services

1SO 19650-2-2018 14-Sep-21 Menyediakan layanan desain, konsktrusi Balai Sertifikasi Industri
dan commissioning yang sesuai dengan BIM (BSI)

level 2 1SO 19650-1:2018 dan ISO 19650-
2:2018

ADHI juga telah menetapkan manual/tatakelola dan prosedur sebagai turunannya, yang menjadi acuan
proses kerja yang selaras dengan sistem-sistem yang diberlakukan di perusahaan. Dokumen-dokumen
tersebut akan selalu direviu secara periodik untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan
bisnis saat itu. Manual/Tatakelola dan prosedur yang berlaku di ADHI dikendalikan dalam Daftar Induk
Dokumen, sesuai dalam Lampiran-3.

3. Financing Resources and Strategy

Prospek pangsa pasar dengan model pembiayaan KPBU yang semakin meningkat, menyebabkan ADHI harus
melakukan beberapa strategi pembiayaan, baik berupa penyertaan modal dari Pemerintah dan penyertaan
modal dari para pemegang saham/public, atau dengan penyertaan kredit pihak ketiga seperti Bank dan
pihak swasta lainnya, serta dengan menerbitkan obligasi.

14




RKAP 2023

Optimalisasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Right Issue saham Public 2022

ADHI telah mengajukan usulan tambahan PMN di 2022, dan telah terealisasi sebesar Rp1.9T di tahun
2022, serta right issue saham public yang sebesar Rp689.7M. Tambahan ekuitas ini akan digunakan
untuk optimalisasi pembiayaan proyek-proyek investasi ADHI, yang memberikan feeding konstruksi
untuk lini bisnis konstruksi dan lini bisnis investasi.

Strategi penambahan ekuitas s.d 2027

Dengan ekuitas yang terbatas, sementara peluang KPBU ke depan semakin besar, ADHI akan
menambah ekuitas dengan mengajukan tambahan PMN yang akan digunakan untuk menyelesaikan
Proyek Strategis Nasional/PSN, serta proyek-proyek Pemerintah lainnya khususnya untuk men-
sukseskan program Pembangunan IKN.

Creative Financing

Untuk pembiayaan beberapa proyek yang benar-benar memerlukan pembiayaan besar, ADHI meng-
optimalkan creative financing sebagai competitive advantage ADHI. Dengan peringkat ADHI saat ini
single A- dari Pefindo, serta pengalaman panjang dalam project financing, seharusnya tidak terlalu
sulit bagi ADHI untuk mendapatkan kepercayaan perbankan di masa mendatang. Selain itu, pola
IMBT (Al ljarah al Muntahiya bit Tamlik) menjadi alternatif pembiayaan yang relatif menguntungkan
bagi ADHI dengan ekuitas yang relatif rendah. Dengan model pembiayaan ini, ADHI mendapatkan
fasilitas pembiayaan proyek tanpa harus membebani neraca ADHI.

Pembayaran Obligasi Jatuh Tempo

Untuk mengurangi beban bunga pinjaman, ADHI mentargetkan pembayaran obligasi jatuh tempo
2023-2027 secara bertahap. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan beberapa proyek yang
besar memerlukan pembiayaan baru sehingga ADHI harus menerbitkan obligasi baru.

4. Business Process Improvement

ADHI harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menambah value, dengan menciptakan bisnis
yang menghasilkan recurring income, dari turunan kompetensi inti masing-masing lini bisnis.

1.

Memperbanyak Inovasi Produk

Menghadapi dinamika pasar yang semakin berkembang, ADHI dituntut untuk mengembangkan
produk dan memberikan sentuhan inovasi dalam aktivitas bisnis inti. Ada beberapa peluang yang
bisa dilakukan ADHI antara lain menambahkan divisi Building Management di kawasan properti, dan
penguatan kompetensi engineering untuk business advisory. Tentunya tak terbatas dengan itu, dan
masih banyak inovasi yang dapat diintegrasikan ADHI untuk memperbesar produk recurring.
Sertifikasi Produk dan Penciptaan Rekor Konstruksi Indonesia

Beberapa inovasi yang dihasilkan ADHI akan semakin dikuatkan dengan sertifikasi dan mematenkan
produk milik ADHI. Selain itu, upaya untuk mencatatkan ADHI dalam rekor konstruksi di Indonesia
dalam pengerjaan proyek, akan menambah nilai jual bagi ADHI, dan akan lebih menekankan ADHI
sebagai perusahaan konstruksi yang memiliki nilai tambah dan tentunya akan menjadi pilihan utama
bagi konsumen.

Business Process Improvement di bidang legal

Berkaitan dengan Business Process Improvement di bidang legal, saat ini sedang dalam pengembang-
an melalui Sub PMO Claim and Change Management. Salah satu key capabilities yang dibahas adalah
contract review function yang telah dijelaskan pada Lampiran 2: Master Plan PMO Transformasi
KBUMN 2020-2024.

Business Process Improvement di bidang produksi

Pada aspek produksi, business process improvement akan dilakukan dengan perubahan struktur
organisasi Unit Kerja dan Proyek, untuk memastikan flow koordinasi dan flow tanggung jawab yang
lebih terstruktur sesuai proses bisnis, sekaligus untuk menekan overhead proyek. Selain itu, diperlu-
kan organ Operating Support di Kantor Pusat sebagai organ pengendalian dan penunjang operasi.
Permasalahan produksi lain terkait besarnya piutang bruto juga akan menjadi fokus manajemen di
tahun 2023. Satgas Piutang yang telah dibentuk akan diperluas tugasnya, untuk menurunkan piutang
brutto menjadi piutang usaha.
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5. Controlling Process

Sangat penting bagi ADHI untuk membentuk sebuah sistem pengendalian perusahaan secara terpusat yang
dilandasi dengan pengelolaan risiko yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian
yang sebetulnya dapat dihindari. Permasalahan manajemen risiko dan efisiensi juga menjadi isu yang harus
diperhatikan oleh ADHI sehingga perlu juga dijadikan satu pilar khusus yaitu pilar pengendalian, yang ber-
fokus pada sistem pengendalian kinerja (biaya, mutu, dan waktu) dan manajemen risiko, monitoring
marketing, dan pengawasan internal.

1. Sistem pengendalian kinerja dan manajemen risiko
ADHI telah memiliki sistem pengendalian yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 014-6/043 tahun
2011 tentang kebijakan umum produksi, dengan menetapkan poin-poin penting yang berhubungan
dengan upaya peningkatan pengendalian dan efisiensi proses produksi yang harus dilakukan secara
terus-menerus untuk memperbaiki kinerja, sejalan dengan program transformasi ADHI. Sementara
itu, sebagai salah satu fungsi vital dalam perusahaan, manajemen risiko diperlukan untuk meng-
identifikasi, mengelola dan menyusun opsi mitigasi untuk segala risiko yang mungkin timbul dari
kegiatan usaha ADHI. Hal ini perlu dilakukan untuk memperkecil kerugian yang dapat membebani
perusahaan akibat adanya risiko yang timbul dalam aktivitas bisnisnya. Dalam rangka penerapan
manajemen risiko dalam setiap kegiatan sebelum menjadi masalah, maka bentuk dorongan
manajemen adalah dengan peningkatan sumber daya melalui pelatihan manajemen risiko disetiap
lini jabatan serta sertifikasi.
2. Pengendalian internal

Bagi ADHI, tata kelola perusahaan yang baik merupakan kewajiban untuk diterapkan agar Perusaha-
an dapat meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan perusahaan sehingga dapat mengarah
pada praktek-praktek bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan komitmen
dan kepatuhan seluruh stakeholder, manajemen, serta seluruh Insan ADHI terhadap penerapan tata
kelola perusahaan yang baik, diharapkan dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang ber-
kesinambungan dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya terhadap ADHI. Untuk memastikan proses ini dapat terlaksana maka
pengawasan internal dilakukan secara periodik oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Oleh sebab
itu dilakukan penguatan SPI dengan menambah jumlah Auditor Teknik dan Auditor Keuangan, serta
sertifikasi para Auditor. Hal ini diperlukan untuk memastikan proses pengawasan internal dapat
berjalan dengan efektif.

Program strategis ADHI diterjemahkan dalam rencana program kerja strategis perusahaan selama 5 (lima)

tahun ke depan, yang dikelompokkan untuk setiap direktorat, yang akan menjadi acuan program kerja
masing-masing direktorat dan unit-unit di bawah direktorat, sesuai yang ditunjukkan Gambar 1.4.
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= Pengembangan bisnis model Investasi (feeding konstruksi dan recurring)
R = Development aplikasi Tulen (Tukang Online), Launching Test, dan Tulen Limited Launch (Jabodetabek)
Direktorat = Tulen Horizontal Integration
QHSE dan 5 = New Contract JORR Elevated, Akses Patimban, dan Tol Bogor-Serpong
Pengembangan = Divestasi Akses Patimban, Tol Bogor-Serpong
Bisnis = Divestasi Tolo Solo-Jogja dan Tol Jogja-Bawen
= Divestasi JORR Elevated
= Penerapan Sistem Manajemen (Mutu dan K3L) secara konsisten dan berkelanjutan
= [mplementasi Vendor Management System

= Creative Financing sebagai new competitiveness ADHI
= Strategi project financing/loan allocation untuk proyek?® baru
Direktorat = Interest Reduction Program
K = Pembayaran Obligasi Il Tahap 1/2020
cuangan » Pembayaran Obligasi || Tahap 11/2019 dan Obligasi il Tahap 11/2021
dan Risiko » Pembayaran Obligasi |1 Tahap 111/2022
= Pembayaran Obligasi lll Tahap 111/2022
= Re-profiling Hutang Jangka Pendek menjadi Hutang Jangka Panjang
= |PO PT APG dan PT APB

= Pengembangan platform ERP/SAP
= Implementasi SAP dan evaluasi
Direktorat = Recruitment and Selection (replacement)
= Recruitment and Selection sesuai kebutuhan MPP
= Talent Management System

HCdan

System » Re-Organisasi Matrix ADHI berbasis flow proses bisnis
= Penyiapan SDM untuk expansi ke Asia Tenggara

= Penyelesaian fisik konstruksi Tol Aceh-Sigli, berikut tagihan/piutang usaha

= Penurunan Piutang Bruto di Direktorat Operasi 1

= Program percepatan penyelesaian proyek PSN

= Penetrasi peluang bisnis enviro dan pasar baru terpilih (selected new market)

» Konstruksi proyek IKN dan PSN, serta proyek? Investasi ADHI (JORR, Bogor-Serpong)
= Cost Leadership Program

= TKDN 2023 minimal 32.5% dan mencapai 50% di 2025

= Penyelesaian fisik konstruksi LRT Jabodebek, berikut tagihan/piutangusaha
= Penurunan Piutang Bruto di Direktorat Operasi 2
= Program percepatan penyelesaian proyek PSN dan Penugasan
Direktorat = Konstruksi proyek IKN dan PSN
= Cost Leadership Program
Operasn B » Memperbesar market share pasar regional khususnya Philipina
» Konstruksi LRT Cibubur-Bogor
= TKDN 2023 minimal 32.5% dan mencapai 50% di 2025

Gambar 1.4: Program Strategis ADHI 2023

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2023, dalam penyusunan program stratejik perusahaan selama 5
(lima) tahun ke depan ini menjadi inisiative strategy yang akan diturunkan/didetailkan menjadi KPI (Key
Performance Indicators) masing-masing unit kerja secara bertahap setiap tahun. Monitoring dan evaluasi
pencapaian program dan reviunya, akan dilakukan secara periodik tahunan, sekaligus untuk memastikan
relevansi program terkait perubahan dinamika bisnis yang terjadi saat itu. Sementara itu, program stratejik
fungsi-fungsi supporting di Kantor Pusat sebagai turunan inisiative strategy korporasi, akan didetailkan di
Bab VI.
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1.10. Asumsi Umum dan Asumsi Khusus

Proyeksi Kinerja ADHI 2023 disusun dengan berdasarkan asumsi-asumsi umum dan asumsi khusus sebagai
berikut.

O 279577 400

o I

Sumber: Surat Menteri BUMN S-413/MBU/06/2022

Gambar 1.5: Asumsi Umum dan Asumsi Khusus

Selain mempertimbangkan asumsi-asumsi di atas, untuk lebih menajamkan RKAP 2023, ADHI juga
melakukan analisis market size vs market share, khususnya proyek-proyek yang didanai oleh Pemerintah
lewat Kementerian PUPR yang memberikan kontribusi terbesar dari proyek-proyek ADHI di lima tahun
terakhir, sesuai yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2: Asumsi Market Share 2023-2027

Alokasi Anggaran I Market Size > @100 mily " Market Share ADHI " Target
Dirjen Sumber Daya Air 89,470,243 x 15% 20.0% 2,684,107 2,280,000
Dirjen Bina Marga 66,769,012 x 25% 25.0% 4,173,063 3,540,000
Dirjen Cipta Karya 25,408,941 x 20% 20.0% 1,016,358 860,000
Dirjen Perumahan 14,763,792 x_15% 5.0% 110,728 90,000

Tahun 2023 196,411,988 x 19% 41% 7,984,257 6,770,000
Dirjen Sumber Daya Air 84,018,457 x 20% 20.0% 3,360,738 2,850,000
Dirjen Bina Marga 66,453,307 x 25% 25.0% 4,153,332 3,530,000
Dirjen Cipta Karya 20,366,594 x 20% 15.0% 610,998 510,000
Dirjen Perumahan 15,652,629 x 15% 5.0% 117,395 90,000

Tahun 2024 186,490,987 x 21% 4.4% 8,242,463 6,980,000
Dirjen Sumber Daya Air 88,219,380 x 20% 20.0% 3,528,775 2,990,000
Dirjen Bina Marga 69,775,972 x 25% 25.0% 4,360,998 3,700,000
Dirjen Cipta Karya 21,384,924 x 20% 15.0% 641,548 540,000
Dirjen Perumahan 16,435,260 x_15% 5.0% 123,264 100,000

Tahun 2025 195,815,536 x 21% 4.4% 8,654,586 7,330,000
Dirjen Sumber Daya Air 97,041,318 x 25% 20.0% 4,852,066 4,120,000
Dirjen Bina Marga 76,753,570 x 25% 25.0% 4,797,098 4,070,000
Dirjen Cipta Karya 23,523,416 x 20% 15.0% 705,702 590,000
Dirjen Perumahan 18,078,786 x 15% 5.0% 135,591 110,000

Tahun 2026 215,397,090 x 24% 4.9% 10,490,457 8,890,000
Dirjen Sumber Daya Air 106,745,450 x 25% 20.0% 5,337,272 4,530,000
Dirjen Bina Marga 84,428,927 x 25% 25.0% 5,276,808 4,480,000
Dirjen Cipta Karya 25,875,758 x 20% 15.0% 776,273 650,000
Dirjen Perumahan 19,886,665 x 15% 5.0% 149,150 120,000

Tahun 2027 236,936,799 x 24% 4.9% 11,539,503 9,780,000

1.11. Ikhtisar Proyeksi Keuangan ADHI 2023

Untuk memaksimalkan rencana ADHI dalam bertransformasi di periode 1 (satu) tahun yang akan datang,
ADHI telah memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam era perubahan dan
ketidakpastian, yang diproyeksikan dalam tabel dan grafik yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian
kinerja ADHI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

18




RKAP 2023

Tabel 1.3: Proyeksi Financial Ratio

Financial Indicators RKAP 2022 [ 2023F " Q-1/23F I[ Q-2/23F I[ Q-3/23F I[ Q-4/23F
Profitabilitas
t New Contract 55.87% 5.63% - - - 5.63%
t Revenue 44.53% 26.45% - - - 26.45%
1 Gross Profit 9.62% 4.59% - - - 4.59%
% Gross Profit Margin 10.47% 10.94% 20.69% 15.87% 9.81% 10.94%
% Operating Cost 4.31% 2.62% 7.48% 6.53% 2.95% 2.62%
1 EBITDA 16.11% 12.51% - - - 12.51%
1 Net Profit 94.03% 56.80% - - - 56.80%
Likuiditas
CURRENT Ratio  [>%] 1.17 1.29 1.39 1.41 1.41 1.29
DSO [<365] 332.06 245.41 1,701.86 658.11 321.13 245.41
DPO [<365] 386.02 372.26 3,472.68 1,268.76 567.19 372.26
Solvabilitas
DER (IBD) [<275] 1.09 1.23 1.31 1.42 1.44 1.23
DER (Total Debt) [<6.0] 3.35 3.89 3.78 3.84 3.78 3.89
Debt to EBITDA  [<6-8] 6.61 7.02 46.08 22.98 13.23 7.02
TIE [23] 2.06 1.90 1.65 1.67 1.69 1.90

Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022
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Gambar 1.6: Proyeksi Perolehan Kontrak Gambar 1.8: Proyeksi Laba Kotor
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Gambar 1.7: Proyeksi Pendapatan Usaha Gambar 1.9: Proyeksi Laba Bersih
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Gambar 1.10: Proyeksi Order Book 2023
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Tabel 1.4: Ikhtisar Segmentasi Kontrak Baru

Keterangan RKAP 2022 I 2023F ” Q-1/23F I[ Q-2/23r I[ Q-3/23r I[ Q-4/23F
Segmentasi Lini Bisnis
ENGINEERING & CONSTRUCTION 28,140,132 27,898,220 4,964,229 4,189,750 13,811,241 4,933,000
PROPERTY 2,560,762 2,487,742 562,277 650,077 688,060 587,328
MANUFACTURE 2,085,064 251,203 136,700 21,300 50,000 43,203
INVESTMENT & CONSESION 788,789 203,932 218,677 196,419 169,761
Segmentasi Sumber Dana
PEMERINTAH 9,336,659 8,909,979 2,638,229 1,321,750 2,870,000 2,080,000
LOAN 5,990,000 6,675,000 140,000 1,700,000 2,585,000 2,250,000
BUMN/D 5,981,509 3,249,203 1,869,700 686,300 50,000 643,203
SWASTA 8,349,755 612,000 453,000 3,000 153,000 3,000
ADHI 3,128,035 11,979,772 766,209 1,368,754 9,087,720 757,090
Segmentasi Tipe Kontrak
Non JO 19,146,658 11,749,734 2,625,909 2,538,054 4,202,479 2,383,293
Jo 13,639,300 19,676,220 3,241,229 2,541,750 10,543,241 3,350,000

Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022

Tabel 1.5: Proyeksi Laba Rugi

IDR Juta [ RKAP 2022 I 2023F " Q-1/23F I[ Q-2/23F I[ Q-3/23F I[ Q-4/23F

Pendapatan Usaha 19,040,800 18,876,091 1,987,092 4,986,479 9,762,190 18,876,091

Beban Pokok Pendapatan (17,046,586) (16,811,141) (1,576,046) (4,099,296) (8,406,432) (16,811,141)

Laba Bruto 1,994,214 2,064,951 411,046 887,183 1,355,758 2,064,951
Marjin Laba Bruto 10.47% 10.94% 20.69% 17.79% 13.89% 10.94%
Umum & Administrasi (820,700) (846,619) (162,596) (387,852) (550,005) (846,619)
Penyusutan (150,026) (145,127) (36,282) (72,564) (108,845) (145,127)

Laba Usaha 1,023,488 1,073,205 212,168 426,767 696,908 1,073,205
Marjin Laba Usaha 5.38% 5.69% 10.68% 8.56% 7.14% 5.69%
Bunga (794,340) (807,445) (145,621) (316,483) (556,950) (807,445)
Pendapatan JO 1,136,584 534,901 30,535 110,163 264,087 534,901
Pendapatan/ Beban Lain (605,386) (110,734) (13,524) (28,740) (46,153) (110,734)
Biaya Lainnya (Laba/kurs)

Laba Sebelum Pajak 760,346 689,927 83,558 191,708 357,892 689,927
Marjin Laba Sebelum Pajak 3.99% 3.66% 4.21% 3.84% 3.67% 3.66%
Pajak Penghasilan (588,575) (474,948) (50,429) (127,786) (248,731) (474,948)

Laba Bersih 171,771 214,979 33,129 63,923 109,161 214,979
Marjin Laba Bersih 0.90% 114% 1.67% 128% 1.12% 114%
Laba bersih non-pengendali (70,324) (104,878) (24,620) (51,287) (84,701) (104,878)

Laba Bersih Induk 101,447 110,100 8,509 12,635 24,459 110,100

EBITDA 1,634,388 1,537,621 242,228 529,467 938,986 1,537,621

EBITDA Margin 8.58% 8.15% 12.19% 10.62% 9.62% 8.15%

Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022

Tabel 1.6: Proyeksi Arus Kas

Keterangan RKAP 2022 I 2023F " Q-1/23F I[ Q-2/23F I[ Q-3/23F I[ Q-4/23F
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 76,924 198,450 57,955 -1,215,204 3,222,967 -1,867,267
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi -1,689,726 -2,297,221 -359,015 -464,531 -646,330 -827,345
Arus Kas Neto Diperoleh dari Akfivitas Pendanaan 2,380,517 493,391 2,316,094 1,006,985 15,497 -2,845,186
Kenaikan/Penurunan Kas Bersih & Setara Kas 767,716 -1,605,380 2,015,034 -672,749 2,592,134 -5,539,798
Kas & Setara Kas pada Awal Tahun 1,012,000 4,841,366 4,841,366 6,856,400 6,183,650 8,775,784
Kas & Setara Kas pada Akhir Tahun 1,779,715 3,235,986 6,856,400 6,183,650 8,775,784 3,235,986

Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022
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Tabel 1.7: Proyeksi Posisi Keuangan (Neraca)

Keterangan RKAP 2022 I 2023F " Q-1/23F I[ Q-2/23F I[ Q-3/23f I[ Q-4/23F
Kas & Bank 1,779,715 3,235,986 6,856,400 6,183,650 8,775,784 3,235,986
Piutang Usaha 6,367,381 3,072,377 2,150,664 2,365,730 2,602,303 3,072,377
Piutang Retensi 934,954 988,455 691,919 790,764 889,610 988,455
Tagihan Bruto 5,986,111 8,630,594 6,527,010 6,027,485 5,404,288 8,630,594
Persediaan (properti) 7,446,166 7,408,403 7,641,559 7,494,439 7,251,905 7,408,403
Persediaan (bahan baku) 647,557 321,687 331,811 325,423 314,892 321,687
Biaya Dibayar Dimuka 1,193,934 1,140,293 798,205 912,235 1,026,264 1,140,293
Aset Lancar Lainnya / RK 7,170,625 6,848,465 6,171,825 7,617,126 4,491,447 6,848,465
Jumlah Aset Lancar 31,526,442 31,646,262 31,169,393 31,716,852 30,756,493 31,646,262
Investasi pd Ventura Bersama 1,248,542 1,519,927 1,287,252 1,335,066 1,518,721 1,519,927
Propert Investasi 984,912 940,662 658,463 752,530 846,596 940,662
Aset Tetap - Neto 2,813,539 2,687,133 2,181,982 2,178,773 2,242,977 2,687,133
Aset Tdk Lancar Lainnya 6,386,910 6,099,961 5,113,812 5,359,927 5,730,674 6,099,961
TOTAL ASET 42,960,345 42,893,945 40,410,903 41,343,148 41,095,460 42,893,945
Utang Usaha 16,375,695 17,145,655 15,194,912 14,592,633 13,553,163 17,145,655
Uang Muka Kontrak 1,693,223 1,668,134 1,167,693 1,334,507 1,501,320 1,668,134
Utang Bank & Obligasi / RK 10,798,549 10,796,418 11,098,538 12,168,136 12,427,039 10,796,418
Liabilitas Lainnya 4,308,244 4,510,811 4,501,991 4,697,634 5,012,376 4,510,811
TOTAL LIABILITAS 33,075,710 34,121,017 31,963,135 32,792,910 32,493,898 34,121,017
Liabilitas Jk Pendek 26,853,158 24,527,605 22,376,832 22,478,275 21,879,539 24,527,605
Liabilitas Jk Panjang 6,222,551 9,593,412 9,586,304 10,314,635 10,614,359 9,593,412
EKUITAS 9,884,635 8,772,928 8,447,768 8,550,237 8,601,562 8,772,928
TOT LIABILITAS & EKUITAS 42,960,345 42,893,945 40,410,903 41,343,148 41,095,460 42,893,945

Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022

Tabel 1.8: Rencana Capital Expenditure (Penyertaan)

Keterangan RKAP 2022 I 2023F " Q-1/23F I[ Q-2/23F I[ Q-3/23F I[ Q-4/23F
PT Dumai Tirta Persada 20,247 2,611 2,611
PT Jalintim Adhi Abipraya 99,828 78,472 39,236 39,236
PT Adhi Jalintim Riau 29,889 30,000 7,500 10,000 5,000 7,500
PT Jogjasolo Marga Makmur 164,114 746,675 212,514 249,121 131,716 153,324
PT Jasamarga Jogja Bawen 64,604 104,000 7,500 90,000 6,500
PT Karian Water Services 58,120 38,349 9,648 11,445 17,256
FPLT KIM Tahap 1
Tol JORR Elevated 50,000 291,026 28,393 70,982 85,178 106,473
Tol Bogor Serpong 25,000 59,329 12,000 47,329
SPV Beton IKN 16,200 2,700 9,000 4,500
Tol Sentul Karawang
FPLT KIM Tahap 2 56,560 56,560
Tol Akses Patimban 17,384 63,177 4,715 14,144 18,859 25,459
KBN Marunda 79,095 11,299 28,248 39,548
Desal Demin Water Supply 13,270

Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022 | 542,455 || 1,565,494 | 309,506 || 400,093 || 391,446 || 464,449 |

Tabel 1.9: Rencana Capital Expenditure (Aset Tetap)

Keterangan RKAP 2022 [ 2023F || Q-1/23F I[ Q-2/23F I[ 0-3/23F I[ 0-4/23F |
Dept. Infra 1 59,411
Dept. Infra 2 22,569 14,200 10,000 4,200
Dept. Gedung 9,800 9,800
Dept. PKA 4,975
Dept. E&I
PTAPG 31,000 23,950 23,950
PTAPB 217,968 36,030 6,030 30,000
PTAPP 28,787
PTACP 353,796 353,814 353,814
PTDTP 2,658 764 217 779 898
PTJAA
PTAJR
Kantor Pusat 110,250 19,891 35 10,378 6,700 2,778
Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022 | 828756 || 460,343 || 10,799 | 16,625 || 71,229 | 361,690 |
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Gambar 1.11: Ekuitas ADHI 2018-2027

Tabel 1.10: Nilai Kesehatan ADHI 2023 [sesuai Keputusan MBUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002]

Uraian satuan RKAP 2022 [ 2023F ” Q-1/2023¢ " Q-2/2023¢ " Q-3/2023F |[ Q-4/2023¢
ASPEK KEUANGAN
Akt. Lancar / Hut. Lancar >1.00x 117 4% 129 5% 139 5% 141 5% 141 5% 129 5%
ROE (Return On Equity) % 1.03 4% 125 4% 0.10 2% 0.15 2% 0.28 2% 125 4%
Rol (Return on Investment) % 3.80 4% Wb 358 4% 0.60 2% 128 3% 228 3% 3.58 4%
Rasio Kas % 6.54 1% 1319 2% 30.64 4% 27.51 4% 40.11 5% 13.19 2%
Collection Period (Piutang Usaha) Hari 122 4% i 59 5% 395 173 3% 97 4% 59 5%
Perputaran Persedian Hari 12 5% i 65% 61 5% 24 5% 2 5% 6 5%
TATO (Total Asset Turnover) % 4432 3% i 6082 3% 6.58 2% 16.12 2% 3259 2% 60.82 3%
Rasio Modal / Aktiva % 23.01 7% W 2045 7% 20.90 7% 20.68 7% 2093 7% 20.45 7%
ASPEK KEUANGAN 31.25% 35.25% 26.25% 30.75% 33.25% 35.25%
ASPEK PRODUKSI 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
ASPEK ADMINISTRASI 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
Total Nilai 61.25% 65.25% 56.25% 60.75% 63.25% 65.25%
TINGKAT KESEHATAN Kurang Sehat [BBB] Sehat[A] Kurang Sehat [BBB] Kurang Sehat [BBB] Kurang Sehat [BBB] Sehat [A]

Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022

Tabel 1.11: Nilai Kesehatan ADHI 2023 [sesuai Usulan PMO Karya]

Uraian satuan RKAP 2022 [ 2023F ” Q-1/2023F " Q-2/20237 " Q-3/20237 |[ Q-4/20237
ASPEK KEUANGAN
Akt. Lancar / Hut.Lancar >1.00x 117 3% 129 3% 139 3% 141 3% 141 3% 129 3%
ROE (Return On Equity) % 103 3% 125 3% 0.10 2% 0.15 2% 0.28 2% 125 3%
ROI (Return on Investment) % 3.80 3% i 3.58 3% 0.60 2% 128 3% 2.28 3% 3.58 3%
Rasio Kas % 6.54 1% 1319 2% 30.64 3% 27.51 3% 40.1 3% 13.19 2%
Collection Period (Piutang Usaha) Hari 122 3% i 59 4% 395 173 2% 97 3% 59 4%
Perputaran Persedian Hari 12 4% 6 4% 61 4% 24 4% 12 4% 6 4%
TATO (Total Asset Turnover) % 44.32 2% A 6082 2% 6.58 1% 6.2 1% 3259 1% 60.82 2%
Rasio Modal / Aktiva % 23.01 4% i 2045 4% 20.90 4% 20.68 4% 20.93 4% 20.45 4%
ASPEK KEUANGAN 21.50% 24.50% 17.00% 20.00% 22.00% 24.50%
ASPEK PRODUKSI 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00%
ASPEK ADMINISTRASI 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
Total Nilai 71.50% 74.50% 67.00% 70.00% 72.00% 74.50%
TINGKAT KESEHATAN Sehat[A] Sehat[A] Sehat[A] Sehat[A] Sehat[A] Sehat[A]

Note: Tahun 2022 sesuai RKAP 2022
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RKAP ADHI 2023 ini akan menjadi acuan Manajemen ADHI dalam menjalankan usahanya 1 (satu) tahun ke
depan, sekaligus sebagai baseline penyusunan RIPP 2023-2027 yang akan menjadi acuan strategi dan arah
pengembangan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akhirnya, semoga RKAP 2023 PT Adhi Karya
(Persero) Tbk. ini dapat dicapai, sehingga ke depannya ADHI dapat mewujudkan Visi:

“Menjadi Korporasi inovatif dan Berbudaya Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”.

- Jakarta, 12 Mei 2023
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